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KATA PENGANTAR

Assalamu'alailbum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah 5.W.T., karena atas berkat dan innayah-
Nya, penulisan buku prosiding Seminar Nasional dengan judul “Pembangunan Hukum:
Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi® dapat diselesaikan sebagaimana
mestinya. Penulisan buku ini merupakan penerbitan dar kegiatan Seminar Masional yang
diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

Latar belakang diadakan seminar, karena globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi
vang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Dalam waktu
belakangan ini, perusahaan manufaktur menyebar keseluruh dunia, dengan pembagian daerah
operasi melampaui batas-batas negara, perusahaan-perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh
produk di satu negara saja. Manajemen diberbagai benua, penugasan personel tidak lagi terikat
pada hahasa, batas negara dan kewarganegaraan.

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk ekspor-impor dan penanaman modal.
Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba,
imbal beli, “turnkey project,” alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas finansial,
dan lain-lain. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku
ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas Negara.
meningkatkan intensitas persaingan.

Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi. Manakala ekonomi
menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade
Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti
Masyarakat Eropa, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan
globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptamya blok-
blok perdagangan baru. Bergabung dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti
mengembangkan institusi yang demokratis. memperbaharui mekanisme pasar, dan
memfungsikan sistem hukum.

Bagaimana juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang
besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi
hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar
bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur. Globalisasi
hukum terjadi melalui vsaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-
perjanjian  internasional.  General Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya,
mencantumkan bebarapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaitan
dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip “Non-
Discrimination,” “Most Favoured Nation,” “National Treatment,” “Transparency”,

Globalisasi hukum menghendaki adanya pembangunan hukum yang sejalan dengan globalisasi
dunia. Pembangunan hukum juga merupakan salah satu tuntutan agenda reformasi yang
dicanangkan sejak tahun 1998. Pemerintah telah mengupayakan mewujudkan agenda reformasi
di era globalisasi melalui penerbitan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan adanya
Ketetapan-Ketetapan MPR dan pembuatan undang-undang di bidang politik, ekonomi, hak-hak
asasi manusia, dan sebagainya. Tetapi, masih terdapat undang-undang vang belum '
pembaruan. Di samping itu, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru bamyak



mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya karena berbagai kelemahan dalam
u -undang tersebut,

Meskipun telah memasuki waktu 13 tahun reformasi, kinerja aparat penegak dan penerap
hukum masih tetap dipandang rendah. Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan aparat
penegak dan penerap hukum yang telah dilakukan pemerintah ternyata kurang signifikan dalam
peningkatan pelaksanaan penegakan bukum vang ditunjukkan dengan masih banyaknya
masalah-masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Bahkan banyak muneul pula kasus-kasus
mafia hukum yang melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.

Pembangunan budaya hukum dengan semangat reformasi belum menunjukkan perkembangan
yang berarti sehingga upaya-upaya untuk mewujudkan “hukum progresii” dan keadilan
substantif masih jauh dari harapan, Bahkan dalam penegakan hukum masih dominan adanya
penggunasn hukum kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Seminar Nasional tentang Pembangunan Hukum:
Mewujudkan reformasi di era globalisasi yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas
Lampung sangat penting untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang pembangunan
hukum yang terdiri dari pembangunan di bidang substansi hukum, aparatur penegak hukum
dan budaya hukum.,

Penyunting mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu dalam kegiatan seminar dan penyelesaian penulisan buku ini yaitu:

Gubernur Provinsi Lampung

Dr. Marwan Effendi, SH, MM (Jamwas Kejaksaan Agung RI)

Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK RI)

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung

Prof. Dr. Sugeng P. Haryanto. MSc. (Rektor Universitas Lampung)

Dr. Heryandi, SH, MS (Pj. Dekan Fakultas Hukum Unila)

Dr. Eddy Rifai, SH, MH (Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unila)

BN em s

Dengan penerbitan buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak vang
memerlukannya terutama dari kalangan mahasiswa hukum dan praktisi bukum serts
diharapkan dapat menjadi sumbang saran dalam pembangunan di bidang hukum.

Penyunting merasakan bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena
itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak.

Wassalamu'alaikom Warrakhmatullah Wabarrakatuh,
Bandar Lampung, Meizon
Penyunting,

Khaidir Anwar, dkk
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Yalianets Diesmokrasi dar: Hak Asasi Mamusia dalam Konsep Negara Hukun

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

DAILAM KONSEFP NEGARA HUKUM
(Quo Vadis demokrasi dan HAM di Indonesia di Era
zlobalisasi)

oleh
Yulia Neta
Staf Pengajar Bagian HTN Fakultas Hulum Universitas Lampung

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan demokrasi
dan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam konsep negara hukum sebagaimana yang
tersirat dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data
yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat
dipisahkan satu sama lainnya dalem konsep negara hukum (Rechsstoat). Apabila
demokrasi menyangkut cara menyelenggarakan negara sebagai organisasi, maka di
dalam menyelenggarakan negara tersebut HAM merupakan elemen dasarnya. Sebagai
negara hukum perkembangan demokrasi dan HAM di Indonesia telal mempunyai
landasan konstitusional yang kuat dalam konstitusinga yaitu dalam Undang-undang
Desar 1945 yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 2g, Pasal 30 dan Pasal 31. Serta
disempurnakean dalam amandemen UUD 1945 Tahun 2002 dalam Bab X A, Pasal 28 A
sampai Pasal 28 J. beserta peraturan pelaksananya yeitu Undang-Undang Nomer 39
Tahun 1999 tentany Hak Asasi Manusia.

Kata kunci : Demokrasi, negara hukum, dan Hak Asasi Manusia.

L PENDAHULUAN

Demokrasi dan HAM merupakan prasyarat mullak bagi penyelenggaraan Negara Hukum,
Demokrasi adalah persoalan cara penyelenggaraan suatu negara oleh penguasa, oleh sebab
#tu untuk mencegah pemerintahan yang otoriter diperlukan pembagian kekuasasn yang
memungkinkan adanya check and balance dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Ajaran
frias politica dari Moniesquien vang membagi kekuasaan kedalam kekuasaan eksekutif,
begislatif dan yudikatif akan selalu bertumpu pada kewenangan vang ditentukan oleh hukum
{Abdul Gani, 1985:157). Dengan demikian kewenangan antar lembaga berfungsi mendasari
pelaksanaan kekuasaan yang sah dalam penyelenggaraan pemerintehan yang demolorutis
pacla negara yang berdasarkan asas negara hukum, agar HAM dapat ditegakkan.

Oleh karena itu pada negara yang berasaskan hulum, demokrasi dan hak asasi manusia
{HAM) tidak dapat dipisahkan dalam menyelenggaraankan negaranya. Demokrasi adalah
@ra pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap
HAM, sedangkan pelaksanaan demokrasi itu sendiri juga harus dilandasi oleh HAM, oleh
sehab itu untuk memahami demokrasi secara komprehensif maka didalamnya harus juga
“memahami HAM, demildan juga sebaliknya.

Masalah HAM kalau dilihat dari sejarah perkembanganya melahui perjalanan panjang, karena
# HAM sudah mulai dilontarkan sejak lahirnya Magna Charta di Inggris pada Tahun 1215,
pai lahirnya piagam PBB tentang HAM pada tanggal 10 Desember 1948, Hak asasi
Sanusia merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan
¥ME, oleh karena itu perlu dipahami bahwa HAM tersebut tidaklah bersumber dari negara,
pi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya,
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sehingga HAM itu tidak bisa dikurangi (non derogable right). Oleh karena ‘itu vang
diperlukan dari negara dan hulum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungss
terhadap HAM tersebut.

Secara umum unsur-unsur bagi suatu negara hukum yang berlakn bagi negara-negara Erops
Kontinental memberikan ciri khas dari Rechsstzat adalah sebagai herikut:
1. Asas legalitas
2. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
3. Pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil dan konsisten
4. Pengawasan terhadap Badan Peradilan

Berdasarkan hal tersebut maka pada dasarnya dalam negara demokrasi HAM itu ha
dilindungi, oleh karenanya harus ada perangkat hukum yang disepakati bersama, agss
mempunyai kekuatan yang direalisasikan dulam Konstitusi suatu Negara. Pelanggarss
terhadap HAM tersebut merupakan tantangan bagi peiaksanaan HAM di Indonesia, untes
terciptanya Negara Hukum yang Demokrasi. Oleh sebab itu pengakuan dan perlindungss
terhadap HAM merupakan perlindungan terhadap warga negara sangat perlu dists
berdasarkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang telah diakuai secara umum.

Di Indonesia kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip perlindungan HAM harus berdasars
Pancasila, yang menurut Satjipto Rahardjo, Pancasila merupakan sumber darl segala sum
Hukum, vang ditarik kedalam kehidupan kenegaraan, kehidupan politik, praktek ©
kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertumpu pada tatanan kehidupan yang
makmur, materiil maugpun spirituil schingga terwujud manusia Indonesia seutuls
sebagsimana manusia yang diinginkan dewasa ini.

1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustaksss
yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder vang di peroleh baik das=
hahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Setelah data terkumpul  dilakok
pengolahan data dengan cara koding, disistematisir dan di kelompokkan sesuai dengan po
permasalahan yang hendak dijawab. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif &
hasiinya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk ditarik suatu kesimpulan.

111. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Hubungan Demokrasi dan HAM

Demokrasi dan HAM dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Di dalam negs
yang menganut asas Demokrasi kedudukan rakyat sangat penting, sebab didalam neg
tersebut rakyatlah vang memegang kedaulatan kepentingan dan hak asasi rakyat diakui
dilindungi oleh negsra, yaitu dengan kata lain negara melindungi Hak asasi manusia ¥
diatur dalam konstitusinya, atau kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng
pada masyarakat. Di dalam negara Demokrasi suatu negara dianggap milik masyar
karena secara formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarzkat (dalam
Mahfud MD. 1993:17).

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian, bahwa pada tingkat tes
rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidug
termasuk dalam menilai  kebijaksanaan negara oleh karena kebijaksanaan terse
menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara Demokrasi adalah negara yang diselenggarsi
berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atan jika ditinjau dari sudut organisasi ia ber
suatu pengorganisasian negara vang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan bes

ditangan rakyat.
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Sistem demokrasi untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini pada hakekatnya
herasal dari filosofis bahwa manusia adalah mahluk yang bebas karena manusia mempunyai
hak dan kemampuan untuk mengatur dan menentukan hidupnya sendiri. Dengan demikian
hubungnnys dengan bernegara, demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat untuk
menentukan adanya jaminan terbadap penyelenggaraan negara, serta jaminan dan
perfindungan terhadap HAM,

Dalam tahap perkembanganya, demokrasi mengalami berbagai penyesuaian terhadap situasi
dan keadaan. Demokrasi dalam pengertian Yunani dan Athena Kuno berbeda dengan
pengertian demokrasi moderen walaupun mungkin pada prinsip dasarnya tetap sama.
Hakekat demokrasi adalah bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat atau dengan kata lain
negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat,

Selanjutnya harus dipahami bahwa demokrasi sebagai sistem politik bernegara berkaitan
dengan standar tertentu, yaitu standar demokrasi. Di negara-negara maju standar demokrasi
cukup tinggi, disini demokrasi tidak hanya menunjuk pada mekanisme politik bernegara,
melainkan juga cara hidup (way of life). Sebaliknya pada negara-negara dimana demokrasi
belum diterapkan secara mantap standar demokrasi lebih rendah ukurannya, yang
ditonjolkan dalam hal ini adalah mekanismenya dan bukan pencapaiannya. Pada situasi
demikian demokrasi semata-mata dipandang sebagai pengaturan politik bernegara dan tidak
memasukkan unsur-unsur pesamaan didalam masyarakat.

Namun demikian, perumusan konsep hak asasi manusia dalam setiap konstitusi dari masing-
masing negara yang demokrasi mau tidak mau dipengaruhi oleh pandangan hidup,
pengalaman dan kepentingan masvarakat dari masing-masing negara di dunia. Yang itu
bevarti pelaksanaar atau perwujudan hak asasi manusia di tiap-tiap negara sangat
dipengaruhi oleh sejarah perkembangan masyarakat dari masing-masing negara tersebut,

Oleh sebab itu menurut Sri Soemantri (1687:2), tidak ada satupun negara yang demokrasi
didunia ini yang tidak memiliki konstitusi, karena negara dan konstitusi merupakan dua
institesi yang tidak dapat dipisabkan satu sama lain. Negara merupakan OTEANISasi
kekuasaan, sedangkan kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalah gunakan.
Supaya hal tersebut tidak terjadi harus diupayakan untuk mencegah penyalah-gunaan
kekuasaan dengar mempersiapkan konstitusinya atau undang-undang dasarnya, yang
menurut A, Hamid Attamimi (1990:215) mengatakan, konstitusi atau undang-undang dasar
adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tlentang bagaimana
kekuasaan negara harus dijalankan.

Selanjutnya apabila kita pelajari semua konstitusi vang berlaku disetiap negara, didalamnya
secara umum selalu terdapat tiga kelompok materi muatan yaitu:
1. Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap HAM
2. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3. Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang
juga bersifat mendasar.

Demikian juga halnya di Indonesia pasang surut perkembangan demokrasi dan HAM dapat
ditelusuri pengaturannya didalam konstitusinya pada perkembangan sejarah kehidupan
bermasyarakat dan bemnegara sejak berdirinya republik ini yang dikuasai oleh beberapa
rezim. Mulai dari rezim orde lama, orde baru dan orde reformasi. Kuatnya pengaruh
perkembangan demokrasi dan HAM didunia Internasional mendapat respon positip dari

penyelenggara negara.

Sebelum UUD 1945 yang berlaku sekarang ini, di Indonesia juga pernah berlaku Konstitusi
RIS 1949 dan UUS 1950. Seperti kita ketahui UUD 1945 hanva memuat 5 pasal yang
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mengatur tentang HAM, vaitu pasal 27 sampai pasal 31, bila hal ini kita bandingkan
kontitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 ternyata kedua konstitusi yang disebut terakhir |
maju dalam pengaturan HAM, karena kedua konstitusi itu sudah mengaturnva secara ring
dalam banyak pasal. Konstitusi RIS 1049 mengaiur dalam 35 pasal, vaitu pasal 7 sampai
dengan pasal 41, sedangkan UUDS 1950 mengatur dalam 37 pasal, yaitu pasal 7 sampai
dengan pasal 43. Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 mengatur masalah HAM dengan
pasal-pasal yang terperinei, jelas dan tegas. Hal tersebut tidak terdapat dalam UUD 1945
yang jauh lebih sedikit jumlash pasaloya, tidak terperinci dan hanya mengatur beberaps
persoalan saja.

Setelah amandemen kedua UUD 1945 dan keluarnya Ketetapan MPR RI No, XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia, perkembangan HAM di Indonesia semakin pesat. Dalam upaya
pengembangan HAM di Indonesia, kita selalu berpegang pada prinsip sebagai berikut:
1. Ratifikasi berbagai instrumen PEB tentang HAM hanya dapat dilakukan sepanjang
tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1045.
2. Hak Asasi Manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, moral, keamanan dan
ketertiban umum (TAP MPR No. XVII/MPR/1908).

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan kesepakatan Internasional, pelaksanaan HAM
adalah wewenang dan tanggung jawab setiap Pemerintah Negara dengan memperhatikan
sepenuhnya keaneka ragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat
pertumbuhan scsial dan ekonomi, serta faktor-fakto: lain yang dimiliki bangsa
bersanglutan. Dengan demikian Harmonisasi peraturan perundang-undangan mm}ﬂ
Indonesia dibidang HAM, dilakukan antara lain dengan merevisi perundang-undangan yang
berlaku dan merancang Undang-Undang yang baru sesuai Isi Intrumen Internasional HAM
vang telah di Ratifikasi.

Dengan demikian upaya vang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan kedua atas UUD 1945, berkenaan dengan HAM, dengan
menambabkan Bab X A dengan judul Hak Asasi Manusia. Bab ini terdiri dari 10
pasal, yaitu pasal 28 A sampai pasal 28 ).

2. Menetapkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,
yang antara lain memuat sebagai berikut:

o Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur
pemerintah untuk  menghormati, menegakkan dan  meyebarluaskan
pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat.

o Menugaskan kepada Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia untuk segera meratifikasi berbagai intrumen Internasional tentang
hak asasi manusia sepanjang lidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945.

3. Mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
vang merupakan tonggak sejarah penting atas pengakuan dan perlindungan HAM.
Salah satu pertimbangan dari pembentukan undang-undang ini adalah salah satu
kesadaran bahwa pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM
selama ini sangat lemah.

4. Mengundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2oo00 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia. Pengadilan HAM adalah Pengadilan khusus terhadap pelanggaran
HAM yang berat yang meliputi kejahatan terhadap genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan kemanusian. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang ini
Eiiang;rang diadopsi dari The Convention and punishment of the erime of genocide

1948).
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3.2 Konsep Negara Hokum pada Negara Demokrasi

Konsep negara hukum, artinya bagi suatu negara demokrasi pastilah menjadikan hukum
s=bhagai salah satu asasnya. Alasanya, jika satu negara diselenggarakan dari rakyat, oleh
Takyat dan untuk rakyvat maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan
entuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala
tindakan dibatasi atau dikontrol oleh hukum dalam konstitusinya, pemegang kekuasaan yang
sebenarnya tak lain hanyalah memegang  kekuasaan rakyat., schingga tidak boleh
bertentangan dengan kehendak rakyat.

Negara Hukum (menurut Moh. Mahfud MD, 1993,26-30) dibedakan menjadi dua, yakni:
(1) Negara Hukum Formal ( Demokrasi Abad XIX)
Negara hukum Formal atau dengan kata lain negara konsep Demokrasi Konstitusional abad

bertindak schagai penyaring berbagai keinginan dari dalam masyarakatnya, Dalam negara
Pluralis yang berlanggam libertarian ini setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan bukanlah atas
mmisiatip yang timbul dari kemandirian negara melainkan lahir dari proses penyerapan
2spivasi masyarakat secara penuh meialui pariemen.

{2) Negara Hukum Material (demokrasi Abad XX)

Nezara Hukum Material (welfare state) merupakan gagasan baru vang bertolak belakang
dari Negara Hukum Formal, bahwa Pemerintah harus bertanggung-juwab atas kesejahteraan
makyat. Untuk itu Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam
melainkan harus aktif melaksanakan Updya-upayn untuk membangun  kesejahterzan
makyatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam “Internasional
Comission of Jurist” pada konfrensi di Bangkok Tahun 1065 menekankan, bahwa disamping
Bak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi. Konfrens:
fersebut merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokrasi dibawah Rule of
Law (yang dinamis, baru) sebagai berikut.

1. Perlindungan Konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu harus pula
meaentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang
dijamin
Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memilak
Pemilihan umum yang behas
Kebebasan menyatakan pendapat
Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
Pendidikan kewarganegaran.

S bte

Selanjutnya Perumusan Yuridis Konstitusional mengenai konsep Negara Hukum dicapai
pada abad ke 19 dan permuisan sbad 20 yang ditandai dengan istilah Rechtstaat (diberikan
oleh ahli-ghli hukem eropa Barat Konstinental) atau Rule of Law {diberikan oleh kalangan
#hli Anglo Saxon), dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “Negara Hukum”. Dari
¥alangan Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Rechstaat sebagai berilkut -

i, Asas Legalitas, yaitu jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya

selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Pengakuan dan Perlindungan atas Hak Asasi Manusia

3. Pembagian Kekuasaan Negara yang jelas, adil dan konsisten

4. Pengawasan terhadap Badan-badan terhadap tindakan Pemerintahan, Peradilan
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Berdasarkan ciri Negara Hukum Rechstaat tersebut diatas akan diuraikan secara jelas
bagaimana pelaksanaanya di Indonesia sebagal Negara Demokrasi dituntut juga harus
melindungi Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya.

(1) Pemerintahan Menurut Hukum (asas Legalitas)

Prinsip Pemerintahan berdasarkan atas hukum adalah konsep universal dari Negara Hulamm,
tipe apapun negara hukum. Prinsip tersebut tidak dapat diartikan sebagai pemerintah
berkewajiban melaksanakan Undang-undang saja atau prinsip Legalitas. Hal tersebut juga
menjadi bagian jaminan dari pelaksanaan prinsip persamaan dihadapan hukum dan prinsip
kepaastian hukum. Negara-negara didunia dalam realitasnya pemerintahan memang tidak
semata-mata menjalankan undang-undang, sebab kekuasaan pemerintahan merupakan
kekuasaan yag bersifat aktif. Dengan konsep ini maka kekuasaan pemerintahan tidak saja
sekedar melaksanakan kewenangan terikat, akan tetapi juga merupakan suatu kekuasaan
dalam melaksanakan kewenangan bebas.

Kekuasaan yang bertumpu pada kewenangan bebas terdiri atas kewenangan untuk memutus
kewenangan secara mandiri dan kewenangan interprestasi terhadap norma-norma tersamar
(vage normen). Terhadap kekuasaan bebas, maka prinsip legalitas tidaklah memadai.
Narmun demikian kekuasaan bebas tidaklah dimaksudkan sebagai suatu kekuasaan yang tidak
terbatas. Kekuasaan bebas tetaplah merupakan kekuasaan yang tunduk kepada hukum, yaitu
berupa hukum tidak tertulis yvang merupakan prinsip-prinsip pemerintahan yang layak
sebagai landasan bagi pelaksanaan norma-norma pemerintahan. Pada hakekatnya fungsi
pemerintahan adalah untuk menjalankan proses birokrasi yang efisien dan efektif dalam
melayani puhlik, kearah perwujudan masyarakat sipil yang semakin beradap. (Philip M.
Hadjon, 1993:4).

(2) Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagai ekpresi yuridis dari hak-
hak asasi manusia yang termuat dalam Konstitusi Negara. Menurut Muchtar Kusumaadmaja,
Prinsip Negara hukum  seumpama diibaratkan sekeping mata uang, Demokrasi merupakan
sisi mata uang vang lain. Keduanya memiliki hubungan kerja yang saling bergantung karena
demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak
tanpa demokrasi. Begitu juga adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
merupakan hal lain yang juga tidak dapat dipisahkan. Dalam UUD 1945, bagian Pembukaan
alinea pertama dinyztakan bahwa kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa, serta bagian
pembukaan alinia keempat dinyatakan babwa kemanusiaan yang adil dan beradap.
Demilian pula dalam Batang Tubuh UUD 1945, pasal 27 mengakui adanya persamaan
kedudutansetiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta persamaan hak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak  Pasal 28 menjamin kemerdekaan untuk berkumpul
serta mengeluarkan pikiran, pasal 29 menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan
beribadat, pasal 31 menjamin hak untuk mendapatkan pengajaran.

{3) Pembagian Kekuasaan Negara yang Jelas, adil dan konsisten

Pembagian kekuasaan negara sebagai jaminan tegaknya negara demokrasi, juga merupakan
suatu yang disyaratkan untuk dimuat dalam konstitusi negara. Gagasan pembagian
kekuasaan negara awalnya bersumber dari gagasan pemisahan kekuasaan negara kedalam
berbagai organ, agar tidak berpusat pada seorang sehingga dapat secara bebas menggunakan
keluasaunnya untuk bertindak absolut, korup dan sewenang-wenang. Dua gagasan yng
paling dikenal adalah teori Pemisahan Kekuasazn oleh John Locke dan Teori Pembagian
Kekuasaan oleh Montesquieu.
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Menurut Montesquieu, tegaknya tegaknya suatu negara demokrasi memerlukan pembagian
kekuasaan kedalam organ-organ ekskutif, legislative dan vudikatif. Kekuasaan Ekskutif
bertugas melaksanakan undang-undang, kekuasaan Legislatif bertugas membuat undang-
undang, serta kekuasaan Yudikatif bertugas mengadili terhadap pelanggaran atas
pelaksanaan undang-undang tersebut, Sedangkan John Locke berpendapat bahwa untuk
mencegah terjadinya keluasaan yang melebihi batas harus dilakukan pembedan pemegang
kekuasaan dalam negara kedalam kekuassan Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang,
kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang dan kekuasaan Federatil untuk
melakukan hubungan diplomatic dengan negara-negara lain.

Dalam realitas pencaturan kehidupan kencgarasn di dunia, model pemisahan kekuasaan
lebih banyak digunakan dengan berbagai modifikasi sesuai dengan relevansi kebutuhan
ditiap negara dan system pemerintahan. Kekuasan Federatif scbagaimana dimaksudkan
Jonh Locke pada umunya terintegrasi ke dalam kekuasaan Ekselaitif, yang diterjernahkan
kedalam “for eign policy institutions” atau “secretary stare”,

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa negara Indenesia menggunakan asas
demokrasi atau kedaulatan rakyat, dengan sistim pemerintahan vang Presidensiil.
Perjalanan sejarah kehidupan kenegaraan Indonesia telah memunculkan model pembagian
kekuasaan sebagai berikut :

1. Institusi Demokrasi Tertinggi adalah MPR, dengan keanggotasn yang berasal dari
anggota DPR dan DPD, yang dipilih melalui pernilihan umum dan diatur lehih lanjut
dengan undang-undang. Untuk menegakkan martabat serta kewibawaannya, maks
MPR menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat mendasar, vang bersfat struktural
dan memiliki kekuasaan untuk menguhah UUD, maka antara MPR, DPR dan DPD
harus melakukan kerjasama yang simultan dalam melakukan pengawasan terhadap
jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.
Institusi Demokrasi di tingkat nasional yang menjadi poros kekuasaan tidak hanyxu
tiga institusi, yaitu ekselutuf, legislative dan yudikatif. Namun terdapat institusi lain
Yaitu MPR, Presiden, BPX, dan MA, yang masing-masing mempunyai kedudu
sejajar sebagal Lembaga Tinggi Negara. Kekuasaan Elsekutif dipegang Presiden
dengan dibantu oleh para Menteri, Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun dalam aspzk-aspek tertentu, seperti
pemberian grasi, abolisi dan amnesti dipegang oleh Presiden. Keluasaan Legislatif
dipegang oleh DPR bersama Presiden. Kekuasaan Pengawasan penggunaan keuangan
negara secara mandiri dipegang oleh BPEL
3. Pemerintah Demokrasi di Indonesia system Presidensiil. namun hubungan antara
eksutif, legislatif dan yudikatif tidak menganut pemisahan kekuasaan , karena masing-
masing institusi tersebut dapat saling berhubungan, Presiden memegang keluasaan
legislatif bersama DPR, Presiden memegang kekusaan yudikatif tertentu bersama MA,
MA melalui ketuanya mengambil sumpah para anggota DPR. Keunikan tersebut
memang dimungkinkan karena adanya pengaturan struktur dalam UUD 1945,

(4) Pengawasan terhadap Badan Peradilan

Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan
kehakiman itu distur dengan undang-undang, Selanjutnya ketentuan pasal 10 UU No.ig
Tahun 1970 membagi peraadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman kedalam (i)
Peradilan Umum (ii) Peradilan Agama (iii) Peradilan Militer, dan (iv) Peradilan Administrasi
atau disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Philpus Hadjon, 1994:5}.

Keberadaan Peradilan Tata Ussha Negara pada hakekatnya memeerminkan ciri khas dari
Negara Hukum (Rechsstaat), karena bermaksud institusi yvang melakukan kentrol hukum
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ht:arhadup segala bentuk tindakan,/ perlakuan pemerintaban vang tidak dijalankan berdasarkan

Supremasi hukum yang merupakan eird utama dari negara hukum merupakan soatu rumusan
yang perlu dioperasionalkan agar dapat dilalukan pada proses penegakkan hukum (law
enforcement), baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang stabil, bersih dan
efisien mavpun dalam rangka perlindungan hukum terbadap rakyat scbagai pemegang
kedaulatan terhadap tindak pemerintahar yvang bertentangan dengan hukum, sewenang-
wenang dan mengandung penyalah gunaan wewenang. Proses tersebut harus dijalankan
berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi,

V. PENUTUPF

1. Demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan
satu sama lainnya dalam konsep Negara Hukum (Rechsstaat). Apabila Demokrasi
menyangkut cara menyelenggarakan pegara sebagai organisasi, maka didalam
menyelenggarakan negara tersebut HAM merupakan elemen dasarnya, Dengan
pelaksanaan demokrasi maka terdapat pengakuan, perlindungan dan penegakan
HAM. Pelaksaksapaan HAM itu memerlukan intrumen hukum yang berfungsi
sehagai standar, landasan dan sekaligus pengendalian dalam penyelenggaraan negara.

2, Ciri khas pegara bulom (Rechsiaat), (i) asas legalitas, vaitu jaminan bahwa
pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum
dan peraturan perundang-undangan (ii) pengakuan dan perlindingan terhadap HAM
(iii) pembagian keluasaan yang jelas, adil dan konsisten (iv) pengawasan terhadap
badan peradilan. Sebagai Negara Hukum Perkembangan Demokrasi dan HAM di
Indonesia telsh mempunyai landasan konstitusional yang kuat dalam konstitusinya

vaitu dalam Undang-undang Dasar 1945 vang diatur dalam pasal 27, pasal 28, pasal
29, pasal 30 dan pasal 51.  Serta disempurnakan dalam amandemene UUD 1945

tahun 2002 dalam Bab X A, pasal 28 A sampai 28 J. Beserta Peraturan Pelaksananya
yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. Dan Syamsir, 2001, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM
di Indonesia. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Adji, Oemar Seno, 1980, Peradilan Bebas Negara Hubkwm. Jakarta, Erlangga.

Harahap, Krisna, 2003, Hak asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia, Bandung,
Grafitti Budi Utami.

Hadjon, Philipus, 1094, Fungsi Normatif Administrasi dalam memgudikan Pemerintahian
yang bersih, Pidato penerimaan Jabatan Guru Besar Himu Huokum.

Mahfud, Moh, 1993, Dasar dan Strukhur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta, Ull Press.
Muladi, 1994, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Justisi No. 7 Tahun I, Makalah

Salim, Agus, 2004, Perkembangan Demokrasi dan HAM serta pengaruhnya terhadap
Indonesia, Justisia Vol. 12 No.1 Tahun 2004, Makalah.

166



